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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

      Salah satu indikator keberhasilan dari suatu organisasi, adalah terwujudnya tertib 

administrasi. Sebaliknya bila ada suatu organisasi yang tidak mampu mewujudkan tertib 

administrasi, maka dapat dipastikan bahwa organisasi tersebut kurang berhasil dalam 

mewujudkan tujuan organisasi. Tertib administrasi dan tertib pelaporan merupakan kunci 

pokok keberhasilan penyelenggaraan dan roda pemerintahan suatu organisasi.  

      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah lembaga teknis yang dibuat sesuai dengan 

Perda No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga, 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan yang ada di provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik dan 

juga bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). 

      Pada Perda Nomor 11 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.  

      Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok yang 

salah satunya ialah mengadakan persiapan bahan kebijakan dan memfasilitasi, monitoring dan 

juga mengevaluasi kelembagaan partai politk dan juga memfasilitasi pemilihan umum. Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan wajib melaksanakan penyelesaian 

administrasi, pemberian fasilitasi bantuan dana yang dibutuhkan oleh partai politik.  
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      Partai politik merupakan kedaulatan rakyat dan juga aset negara serta merupakan wadah 

guna menampung aspirasi rakyat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan 

menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya guna mendukung 

kehidupan berdemokrasi, Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai 

politik yang bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi sekretariat partai politik.  

      Untuk itu dalam melaksanakan fungsinya, pemberian fasilitasi bantuan dana keuangan 

kepada partai politik haruslah melalui proses administrasi yang sesuai dengan peraturan 

pemerintah yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 

Selatan. Bagi partai politik yang mengajukan permintaan bantuan keuangan haruslah 

berdasarkan standar dan prosedur yang ada dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Sumatera Selatan.  

      Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 besaran nilai 

bantuan keuangan kepada parpol ialah: 

a. Pasal 5 ayat (1) untuk tingkat Pusat  sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) - per suara 

b. Pasal 5 ayat (3) untuk tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.200,(seribu dua ratus rupiah) - 

per suara 

c. Pasal 5 ayat (5) untuk tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.500,(seribu lima ratus 

rupiah)- per suara 

      Berdasarkan pasal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan 

telah melaporkan kepada Gubernur dan melakukan penyesuaian nilai per suara yang semula 

Rp. 504,- (lima ratus empat rupiah) menjadi Rp. 1.200,-(seribu dua ratus rupiah)  untuk tingkat 

provinsi. Persyaratan penilaian dan evaluasi persyaratan kenaikan bantuan keuangan partai 

politik yang dilaksanakan dengan cara selektif juga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan 

kegiatan panting daerah dengan kriteria sebagai berikut :  
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1. Kondisi kemampuan keuangan daerah.  

2. Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya, dan  

3. Indeks kemahalan. 

      Bantuan keuangan partai politik tidak berasal dari dana hibah, karena dasar hukum 

bantuan keuangan partai politik berbeda dengan Undang – Undang keormasan. Tujuan adanya 

bantuan keuangan partai politik ialah guna menjaga kemandirian partai politik. Kerena, 

apabila dana partai politik kebutuhannya lebih banyak dibantu oleh para donatur, jadi partai 

politik akan lebih mementingkan donatur dari pada kepentingan anggota partai politik dan 

masyarakat untuk mengambil kebijakan. Inilah nilai pentingnya bantuan keuangan untuk 

partai politik dari pemerintah bisa menjamin kemandirian dari partai politik untuk 

memperjuangkan dan memajukan kepentingan masyarakat dan anggota. 

      Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan memiliki 

peran penting dalam pemeriksaan lanjutan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 

keuangan oleh partai politik. Untuk itu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada parpol. Maka, dibuatlah Perhitungan 

Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dimana sebelumnya Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaporkan, mengusulkan dan menyesuaikan atas 

persetujuan Gubernur untuk melakukan penyesuaian nilai per suara yang semula Rp. 504,- 

(lima ratus empat rupiah)  menjadi Rp.1.200,-(seribu dua ratus rupiah) yang mana telah 

dicantumkan yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD diberikan 

9 Bulan untuk Periode 2014-2019 

No Nama Partai 

Politik 

Jumlah 

Kursi 

Jumlah 

Suara 

Bantuan 

per 

suara 

(Rp) 

Jumlah 

bantuan 9 

bulan 

(Rp) 

Hitungan 

bantuan per 

bulan (Rp) 

1 NASDEM 5 283.450 1.200 255.105.000 28.345.000 

2 PKB 6 313.947 1.200 282.552.300 31.394.700 

3 PKS 5 286.440 1.200 257.796.000 28.644.000 

4 PDIP 13 713.570 1.200 642.213.000 71.357.000 

5. GOLKAR 10 548.292 1.200 493.462.800 54.829.200 

6. GERINDRA 10 394.795 1.200 355.315.500 39.479.500 

7. DEMOKRAT 11 432.138 1.200 388.924.200 43.213.800 

8. PAN 6 397.426 1.200 357.683.400 39.742.600 

9. PPP 2 211.736 1.200 190.562.400 21.173.600 

10. HANURA 5 288.141 1.200 259.326.900 28.814.100 

11. PBB 2 159.453 1.200 143.507.700 15.945.300 

 JUMLAH 75 4.029.388  3.626.449.200 402.938.800 

 

Tabel 2 

Perhitungan Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD diberikan 

3 Bulan untuk Periode 2019-2024 

No Nama Partai 

Politik 

Jumlah 

Kursi 

Jumlah 

Suara 

Bantuan 

per 

suara 

(Rp) 

Jumlah 

bantuan 3 

bulan (Rp) 

Hitungan 

bantuan per 

bulan (Rp) 

1 NASDEM 6 348.015 1.200 104.404.500 34.801.500 

2 PKB 8 376.105 1.200 112.831.500 37.610.500 

3 PKS 6 304.506 1.200 91.351.800 30.450.600 

4 PDIP 11 594.762 1.200 178.428.600 59.476.200 

5 GOLKAR 13 573.750 1.200 172.125.000 57.375.000 

6 GERINDRA 10 535.564 1.200 160.669.200 53.556.400 

7 DEMOKRAT 9 467.955 1.200 140.386.500 46.795.500 

8 PAN  5 335.889 1.200 100.766.700 33.588.900 

9 PPP 1 154.458 1.200 46.337.400 15.445.800 

10 HANURA 3 273.153 1.200 81.945.900 27.315.300 

11 PERINDO 3 171.711 1.200 51.513.300 17.171.100 

JUMLAH 75 4.135.868  1.240.760.400 413.586.800 

Sumber : Subbidang Kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Sumatera Selatan 
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      Berdasarkan tabel tersebut perhitungan pengajuan bantuan keuangan partai politik yang 

mendapat kursi di DPRD pada periode tahun 2014-2019 diberikan 9 bulan dengan nilai per 

suara Rp. 1.200,- dengan jumlah Rp, 3.626.449.200,- . sedangkan untuk partai politik yang 

mendapat kursi di DPRD pada periode tahun 2019-2024 diberikan 3 bulan dengan nilai per 

suara Rp. 1.200,- dan jumlah Rp, 1.240.760.400,-. Sehubungan dengan partai politik yang 

mendapat kursi di DPRD berikut ini daftar nama – nama partai politik yang tidak mendapat 

kursi di DPRD dan juga bantuan keuangan dikarenakan gugur dalam proses pemilihan umum 

pada periode tahun 2014-2019 dan periode tahun 2019-2024: 

Tabel 3 

Daftar nama Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi 

periode 2014-2019 

 

No Nama Partai Politik 

1 PERINDO 

2 PKPI 

3 PARTAI BERKARYA 

4 PARTAI GARUDA 

5 PSI 

 

Tabel 4 

Daftar nama Partai Politik yang tidak mendapat kursi di DPRD Provinsi 

periode 2019-2024 

No Nama Partai Politik 

1 PBB 

2 PKPI 

3 PARTAI BERKARYA 

4 PARTAI GARUDA 

5 PSI 

Sumber : Subbidang Kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Sumatera Selatan 

      Berdasarkan tabel diatas partai politik yang menjadi peserta pemilu dalam periode tersebut 

sebanyak 16 partai politik dan dari dua periode itu terdapat masing – masing 5 partai politik 
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yang tidak mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah dikarenakan tidak memperoleh 

kursi di DPRD tingkat Provinsi. 

      Berkaitan dengan bantuan keuangan partai politik, kini pemerintah sudah menerbitkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik. Peraturan ini menjadi dasar dari pembahasan yang akan diteliti kemudian. Dari 

peraturan tersebut maka dikeluarkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan prosedur atau tata 

cara tahap pengajuan bantuan keuangan sebagai berikut: 

Gambar 1 

Standar Operasional Prosedur Proses Bantuan Keuangan Partai Politik 
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Sumber : Subbidang Kelembagaan parpol dan fasilitasi pemilu Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Provinsi Sumatera Selatan 

      Maka dari itu peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atas pengajuan kenaikan 

bantuan keuangan partai politik berawal dari Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan yang merupakan syarat untuk pengajuan dari masing – masing partai 

politik, kemudian verifikasi berkas oleh tim verifikasi yang memeriksa kelengkapan berkas 

administrasi bantuan keuangan partai politik, dan nota dinas persetujuan Gubernur yang 

diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna diproses lebih lanjut. 

      Permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran dan tertib administrasi ini yaitu pada 

partai politik yang tidak mentaati prosedur berupa kurangnya kelengkapan berkas administrasi 

dan juga pengumpulan berkas pengajuan yang melebihi batas waktu sehingga Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik tidak bisa memproses berkas pengajuan.   Kemudian ditemukannya partai 

politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan 

keuangan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus melakukan verifikasi lebih lanjut 

terhadap berkas pengajuan tersebut, dan juga perlu diadakannya peninjauan ulang yang mana 

setiap partai politik yang tidak melengkapi berkas verifikasi tersebut harus melengkapi 
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kembali hingga berkas tersebut lengkap dan bisa diajukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik.  

      Partai politik yang tidak mengumpulkan berkas pengajuan bantuan keuangan kepada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka pihak dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

tidak akan memverifikasi atau melakukan proses verifikasi kelengkapan penyaluran bantuan 

keuangan kepada Partai politik tersebut, sehingga menghambat proses dan waktu yang telah 

ditentukan. Atas dasar dari permasalahan tersebut maka perlu adanya hal yang bisa merubah 

permasalahan tersebut, dan untuk melihat permasalahan tersebut, diperlukan beberapa dimensi 

yang menjadi pedoman agar bisa mengatasi hal tersebut, dengan menggunakan kepatuhan 

pada ketentuan yang harus ada dimasing masing implementor dan juga penerima bantuan, 

kelancaran fungsi yang diterapkan sebagai penunjang dalam proses penyaluran bantuan 

keuangan tersebut, dan juga kinerja dan dampak yang dituju. Untuk itu peran Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik sangatlah penting terhadap proses verifikasi berkas pengajuan bantuan 

keuangan partai politik.  

      Dalam proses pelaksanaan administrasi tersebut perlu diketahui apa saja tahapan dan 

proses administrasi yang ada dalam bentuk penyaluran bantuan keuangan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik kepada partai politik. Berdasarkan hal tersebut penulis 

mengambil judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan 

Keuangan Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera 

Selatan” 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan dari adanya masalah pada latar belakang, maka rumusan masalah yang 

diambil adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Proses Penyaluran Bantuan Keuangan 

Partai Politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ada 

dalam penulisan ilmiah ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 

proses penyaluran bantuan keuangan partai politik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Sumatera Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hal yang diinginkan penulis dalam penelitian adalah untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman tentang pelaksanaan dan proses penyaluran bantuan keuangan partai politik yang 

sesuai dengan administrasi 

2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadiakan acuan dalam peningkatan oleh partai politik 

maupun instansi – instansi yang berkaitan dalam penyaluran dan bantuan keuangan partai 

politik untuk melakukan proses penyaluran yang taat terhadap peraturan khususnya tertib 

administrasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung 

Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi 

Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta 

Atmoko, Tjipto. 2012. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Skripsi Unpad. Jakarta. 

Dunn, William. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta 

Islamy, Irfan M, 2007, Prinsip-prinsip Kebijakan Negara, Jakarta, Bumi Aksara 

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 

Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Rosdakarya. Bandung. 

Nugroho, Riant, 2011, Public Policy, Jakarta, PT. Elec Media Komputindo 

Sinambela, Loijan Poltak, 2007, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara 

Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi), Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta 

Suharno, 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik, UNY Press, Yogyakarta 

Sugiyono, 2003, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta 

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung, Alfabeta 

Wahab, Solihin Abdul, 2005, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi 

kebijaksanaan Negara, Jakarta, PT BUmi Aksara 

Widodo, Joko, 2010, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan aplikasi Analisis Kebijakan 

Publik, Malang, Bayu Media 



 
 

20 
 

Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik Teori, proses dan studi kasus, Yogyakarta, Media 

Pessindo  

Peraturan PerUndang - Undangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah kepada 

Partai Politik. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 

Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 

Internet 

Nusa, 2015. Metode Penelitian (online) https://www.slideshare.net/RoyadiNusa/bab-iii-

metode-penelitian-kualitatif diakses pada 19 september 2019 

Rahmawati, 2018. Sampling Dan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. (online)  

https://www.scribd.com/doc/92793272/Sampling-Dan-Informan-Dalam-

Penelitian-Kualitatif diakses pada 22 Agustus 2019 

Sanjaya, 2015. Uji keabsahan data. (online)  

http://musicalandpsychologist.blogspot.com/2015/04/uji-keabsahan-data-dalam-

penelitian.html diakses pada 17 Agustus 2019  

 

 

 


	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROSES PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI

